SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Provinsi tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang...../2



Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor (6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5059) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang nomor 15 tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi  Masyarakat dalam  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan...../4



18.

19.

20.

21.

22,

23

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun
2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 53);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

26. Peraturan...../5



Menetapkan

26.

27,

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH

dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN

2025-2029.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud

dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Gubernur Provinsi Papua Tengah selanjutnya disebut
Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala
Pemerintahan yang Dbertanggung jawab penuh
menyelenggarakan pemerintahan di Daerah dan sebagai
wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

3. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah yang

selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah
Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

4. Pemerintahan...../6



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Papua Tengah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang
selanjutnya disingkat DPRPT adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Provinsi yang berkedudukan sebagai
salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur
dan DPRPT dalam  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang
selanjutnya disebut RIPPP adalah dokumen induk
perencanaan pembangunan dalam rangka otonomi
khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang
yang merupakan penjabaran strategi dan arahan
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah ke dalam
struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya
masa jabatan Gubernur.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
S (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut
Perdasi adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRPT dengan persetujuan bersama
Gubernur.

16. Anggaran...../7



16.

17.

18.

19.

20,

21.

22,

23.

24.

25.

26.

a7,

28,

29.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perdasi.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan  pada  akhir periode perencanaan
pembangunan Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu S (lima) tahun.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari
berfungsinya suatu output/keluaran.

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan
sumber daya.

Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana
tindakan yang komprehensif berisikan langkah-
langkah /upaya yang akan dilakukan di antaranya
berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus
dan penentuan program prioritas dalam menghadapi
lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran
RPJMD.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/
Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran strategi.

Program Prioritas adalah program strategis yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang
diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini
dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa
yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil
saat perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan Daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka
menengah /panjang, dan menentukan pencapaian
tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa
yang akan datang.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang
akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan sub
kegiatan yang telah direncanakan.

30. Indikator...../8



30.

31.

32;

(1)

(2)

(3)

(1)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan
visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dan diperoleh
dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan
pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah yang
mencakup indikator makro pembangunan dan indikator
kinerja kunci.

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu
urusan pemerintahan sesuai dengan Kkewenangan
daerah.

Pasal 2
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Gubernur yang memuat Tujuan, Sasaran,
strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan
keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan
lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5
(lima) tahun.
RPJMD disusun dengan berpedoman pada:
a. RPJPD;
b. RTRW,; dan
c. RPJMN.
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan:
a. RKPD;
b. Renstra Perangkat Daerah;
c. Renja Perangkat Daerah; dan
d. dokumen perencanaan lainnya.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 3
Sistematika RPJMD terdiri dari:
a. bab I Pendahuluan;
b. bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas
Pembangunan Daerah;
d. bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja
penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
e. bab V Penutup.
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perdasi ini.

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 4
Visi pembangunan Daerah tahun 2025-2029 yaitu:
“Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing,
Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan”.

(2) Dalam...../9



(2)

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Daerah
Tahun 2025-2029, ditetapkan 7 (tujuh) Misi
pembangunan Daerah meliputi:

a. mengembangkan potensi individu dan komunitas
melalui pendidikan, pelatihan dan inisiatif
kesehatan yang inovatif;

b. mengembangkan potensi sumber daya alam dan
sumber daya manusia yang ada, dengan
mengedepankan prinsip—prinsip keadilan dan
kesetaraan;

c. penguatan tata kelola pemerintahan yang baik,
bersih, transparan dengan mengimplementasikan
sistem administrasi publik yang Dberbasis
digitalisasi teknologi;

d. menciptakan lingkungan yang aman, tenteram,
damai dan tertib;

e. melestarikan kekayaan adat, budaya dan kearifan
lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang
mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam
yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;

f.  meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah
sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan
transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan
merata; dan

g. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan
prasarana yang ramah lingkungan melalui
pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal
dengan memprioritaskan pembangunan di Daerah
tertinggal, pinggiran dan terisolir.

BAB IV

FUNGSI DAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

(2)

(3)

JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

RPJMD berfungsi menjadi pedoman penyusunan RKPD
yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dengan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dan
mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan
sebagai pedoman untuk menyusun APBD setiap tahun.
Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
RPJMD juga menjadi acuan bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD
Kabupaten/Kota yang memuat Arah Kebijakan, Sasaran
dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6
Perangkat Daerah melaksanakan program dalam
RPJMD yang dituangkan ke dalam Renstra Perangkat
Daerah.

(2) Rencana...../10



(3)

(4)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

- 10 -

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai
Kinerja pembangunan Daerah dimulai tahun 2025
sampai dengan tahun 2030.

Program Perangkat Daerah tahun 2030 merupakan
bagian dari upaya menjaga kesinambungan
perencanaan pembangunan Daerah yaitu pedoman
penyusunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi
tanggung jawab Gubernur periode 2030-2034.

Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja
Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan
konsultasi dan koordinasi dengan Bapperida.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7
Gubernur melaksanakan pengendalian dan evaluasi
RPJMD.
Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan
kebijakan RPJMD;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RPJMD; dan
c. evaluasi terhadap Hasil RPJMD.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapperida.

BAB VI
PERUBAHAN

Pasal 8

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan
tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan

d. merugikan kepentingan nasional atau
bertentangan dengan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa

masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢, mencakup terjadinya:

a. bencana alam;

b. guncangan politik;

c. krisis ekonomi;

d. konflik...../11
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d konflik sosial budaya;
e. gangguan keamanan;
f. pemekaran Daerah; atau
g. perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra
Perangkat Daerah.

Pasal 9
Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
ditetapkan dengan Perdasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 4 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
SILWANUS ADRIAN SOEMOELE
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN 2025-2029

.  UMUM

Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi
Papua Tengah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah
akan menopang serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan
nasional, merupakan manifestasi dari terwujudnya satu kesatuan dalam sistem
pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses
perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka
menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang RPJPD
Tahun 2025-2045 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJMD Tahun 2025-
2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah
tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Penyusunan
RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan sebagai penjabaran atas arah dan tujuan
dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan
arah kebijakan yang terjabarkan dalam pembangunan S (lima) tahunan. Hal ini
merupakan amanat yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Pasal 263 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.

RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Provinsi Papua Tengah yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan dan
keuangan daerah. RPJMD akan dijabarkan dalam RKPD yang memuat
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja
dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan program RPJMD, Perangkat Daerah menuangkan
program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah. Rencana program
Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun
2025 hingga tahun 2030. Program perangkat daerah tahun 2030 merupakan
bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah
yaitu pijakan penyusunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggung
jawab Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2030-2034.

Sehubungan dengan hal tersebut, RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun
2025-2029 menjadi sangat penting bagi pembangunan di Papua Tengah. Oleh
karena itu, Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 perlu untuk ditetapkan.

[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
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